BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
subsidi melalui bank BTN KCP Pangkalan Bun yang dilihat dari penyelenggaraan
sesuai dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
7/PERMEN/M/2007 Tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan
Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusun Bersubsidi masih
belum efektif. Hal ini terlihat dari masih ada masyarakat berpenghasilan
menengah ke atas memiliki rumah subsidi di Perumahan Griya Riwut Permai 1,
sedangkan masyarakat berpenghasilan rendah mengalami kesulitan dalam
mengakses dan memanfaatkan subsidi KPR-RSH yang disediakan perbankan
karena tidak memiliki penghasilan tetap. Berdasarkan informasi di lapangan,
masyarakat yang berpenghasilan maksimal Rp 4.500.000 per bulan tidak di acc
oleh Bank BTN KCP Pangkalan Bun.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditunjang oleh suatu variabel-
variabel penentu keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan,
seperti yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle bahwa kebijakan dapat berjalan
dengan baik dipengaruhi oleh beberapa variabel. Diantaranya adalah isi kebijakan
dan lingkungan kebijakan itu sendiri. Isi kebijakan penyaluran KPR subsidi
melalui Bank BTN KCP Pangkalan Bun telah sesuai yaitu mencakup tentang

kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan yaitu Masyarakat Berpenghasilan
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Rendah (MBR), jenis manfaat yang akan dihasilkan untuk memberikan rumah
tinggal yang layak dengan harga yang murah, derajat perubahan yang diinginkan,
kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program oleh Pemda yang mewakili
PUPR, Bank BTN dan developer serta sumber daya yang dihasilkan. Sementara
itu, konteks implementasinya adalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor

yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa serta kepatuhan dan daya

tanggap.

6.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai
berikut :

1. Pemerintah harus lebih aktif mendukung program pembiayaan KPR subsidi
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara
meningkatkan koordinasi dengan bank penyalur KPR subsidi dan memberikan
insentif bagi bank yang bersedia terlibat aktif dalam penyaluran KPR subsidi
sebagai upaya untuk membantu pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.

2. Bagi bank penyalur KPR (BTN) diharapkan kedepannya lebih
mengoptimalkan peran bank sebagai bank penyalur KPR subsidi agar
penyaluran pembiayaan KPR subsidi lebih efektif, dan meningkatkan
pelayanan, serta meningkatkan sosialisasi produk-produk BTN khususnya
program KPR subsidi ini kepada masyarakat baik melalui media masa,

elektronik  maupun dilakukan secara langsung, agar masyarakat
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berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah layak huni dengan bantuan
subsidi dari pemerintah.

. Terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat dalam kebijakan ini. Agar
kebijakan ini berjalan dengan baik maka, untuk faktor pendorong yakni
komunikasi dalam kebijakan penyelenggaraan KPR subsidi sudah baik dan
perlunya dijalin selalu hubungan komunikasi antar Bank Tabungan Negara
(BTN) dan PT. Griya Srikandi Permai, serta komunikasi Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) terhadap masyarakat lebih dijalin lagi
agar masyarakat juga paham tentang kebijakan penyelenggaran KPR subsidi.
Faktor penghambat yang menyangkut tentang sumberdaya, disposisi dan
struktur birokrasi juga perlu diperbaiki lagi. Terkait sumber daya perlunya
penambahan personil sumber daya manusia untuk membantu implemnetasi
kebijakan penyelenggaraan KPR subsidi, karena pada saat ini sumber daya
manusia yang dimiliki masih kurang jumlahnya. Serta sumber daya anggaran
yang juga penting dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan KPR

subsidi ditetapkan khusus untuk kebijakan ini.
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